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ABSTRAK

Waralaba atau yang dikenal dengan franchise adalah merupakan suatu
bisnis yang didasarkan kepada perjanjian dua pihak yaitu franchisor (pemilik hak)
dan franchise (yang.diberikan hak) untuk menjalankan bisnis franchisor menurut
sistem yang telah ditentukan oleh  franchisor. Perjanjian waralaba memuat
kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh
franchisor bagi para franchisee. Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban-franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan
pelatihan, biaya-biaya-yang harus dibayarkan oleh“franchisee kepada franchisor,
ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya,
serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;
bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise kalgarys daily di Pekanbaru
berdasarkan hukum yang berlaku? Dan apasaja hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian franchise di kalgarys daily Pekanbaru?

Jenis penelitan ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara survei
yang bersifat deskriptif yang mana penulis melakukan secara langsung kelapangan
agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat
pengumpul data wawancara,

Hasil dari_penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan
perjanjian waralaba (franchise) pada Kalgarys Daily Pekanbaru yang beralamat di
JI. Mustika Pekanbaru menurut KUHPerdata dilakukan dalam tahap yang
sedemikian rupa, dimulal dari adanya penawaran dari pihak franchisee kepada
pihak franchisor. Penawaran tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang
dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak pada perjanjian
tersebut. Hak dan kewajiban ‘ini adalah-hubungan timbal balik. Yaitu dimana
kewajiban salah satu pihak menjadi hak di pihak lainnya. Begitu juga dengan
kewajiban di pihak lainnya menjadi hak di pihak lainnya. Hak dan kewajiban di
dalam perjanjian franchise tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Yang menjadi keutamaan di dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian waralaba (Franchise) tersebut adalah perihal mengenai
pembayaran atas lisensi yang digunakan.

Kata Kunci : Waralaba , Usaha, Kalgarys.
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ABSTRACT

Franchising or what is known as a franchise is a business based on an
agreement between two parties, namely the franchisor (the owner of the rights) and
the franchise (who is.given.the right) to run the franehiser's business according to
a system determined by the franchisor.. The franchise agreement contains a set of
terms, conditions, and commitments made and desired by the franchisor for the
franchisees. The franchise agreement contains provisions relating to the rights and
obligations of the franchisee, location requirements, training provisions, fees to be
paid by the franchisee to the franchisor, provisions relating to the length of the
franchise agreement and:its extension, as well as other. provisions governing the
relationship between the franchisor and the franchisee.

As for the formulation of the problem .in this study are; how is the
implementation of the kalgarys daily franchise agreement in Pekanbaru based on
applicable law? And what are the rights and obligations of the parties in the
franchise agreement at Kalgarys Daily Pekanbaru?

This type of research is a sociological legal research by means of a
descriptive survey which the author conducted directly to obtain the concrete data
needed by applying an interview data collection tool

The results of this study indicate that in the process of implementing the
franchise agreement at Kalgarys Daily Pekanbaru which is located at JI. Mustika
Pekanbaru according to the Civil Code is carried out in such-astage, starting with
an offer from the franchisee to thefranehisor..The offer is poured into an agreement
made in writing and signed by both parties to the agreement. These rights and
obligations are reciprocal. That is where the obligations of one party become the
rights of the other party. Likewise, obligations on the other party become rights on
the other party. The rights and obligations in the franchise agreement are made in
accordance with the agreement of the parties. The priority in carrying out the rights
and obligations of the parties in the franchise agreement is the issue of payment for
the license used.

Keywords : Franchise, Business, Kalgarys.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

negeri yang me akan sistem fi se. Fra nya di pandang
bukan sebagai sua aha seba 0 1etode, ataupun suatu

sistem pemasaran. akan ole c an untuk mengembang

sistem franchise tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi
dan/atau menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan

cara pemasarannya, sedangkan dalam sistem ijin penggunaan merek, teknologi,

! Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, Jurnal mahkamah Jurnal llmiah llmu Hukum,
Pekanbaru: UIR Press, 2014, hal. 1-2.
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know how tanpa adanya pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha
tersebut.

Waralaba adalah padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah

di Eropa. P ng oleh raja untuk

menjadi tua ang bangsawan
dapat mem bayar imbalan
pajak/upeti put menyerupai

royalty sepe

ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun
2007 tentang Waralaba.®
Dalam sistem franchise yang dikaitkan bukan hanya izin penggunaan

merek, teknologi dan know how melainkan juga paket atau keseluruhan dari sistem

2 Suharnoko, Sejarah dan Pengertian Franchise, Jakarta Timur: Prenada Media, 2004, hal.

% 1bid, hal. 4



usaha milik franchisor yang mencakup merek, teknologi, know how serta
pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha, metode, produksi serta
kebutuhan untuk menunjang usaha. Franchise adalah perikatan, perikatan dimana
salah satu pihak_diberikan hak.memanfaatkan-dan atau menggunakan Hak dari
Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki
pihak lain dengan suatu imbalan herdasarkan jpersyaratan yang ditetapkan oleh
pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau pénjualan barang dan jasa.*

Dalam perikatan frainchise ini dari dua pihak yang disebut franchisor
(pemilik hak) dan franchisee (yang diberi hak) untuk menjalankan bisnis dari
franchisor menurut sistem yang diberikan franchisor. Secara bebas dan sederhana,
waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (privilege) yang terjalin atau diberikan
oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) dengan
sejumlah kewajiban atau pembayaran.®

Sistem waralaba berkembang pesat dan menarik perhatian media, baik
secara positif maupun negatif. Waralaba (franchise) adalah istilah yang menunjuk
hubungan antara dua pihak atau lebih dalam pendistribusian barang atau jasa. Ada
tiga jenis waralaba di Amerika, yaitu waralaba produk atau merek dagang, waralaba
format bisnis, dan waralaba konversi. Berdasarkan data Perhimpunan Waralaba dan
Lisensi Indonesia (WALLI), di Indonesia, pada tahun 2006, kurang lebih terdapat 70

jaringan waralaba lokal dan 237 waralaba asing.®

4 Ibid.

° Sutedi Adrian, Hukum Waralaba, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008, hal. 6

¢ Mendelson, Martin, Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee,
Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo, 1997, hal. 15.
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Pertumbuhan rata-rata waralaba lokal sekitar 7% per tahun, sedangkan
waralaba asing mencapai 15%. Penjualan waralaba ini diperkirakan mampu

menampung 4 juta tenaga kerja. Namun perlu dicatat bahwa tingkat keberhasilan

Indonesia, karena pe abé ita 0 ba lokal tidak
memiliki
aralaba antara lain,

terbukti telah

tertulis, sudah diajarka AN, S ungan pihak pewaralaba

secara konti

mengenai franchise, oleh karna itu dirasa perlu untuk membuat peraturan
pemerintah. Maka tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun

1997 tentang waralaba (franchise).

" Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2010, hal. 4-5.
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Tetapi seiring maraknya pertumbuhan franchise di Indonesia, maka
pemerintah menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007

yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, yang kemudian disebut dengan

yang tela ti berhasil da ihak 1ain be &-‘I <an perjanjian
waralaba.® ’
Sua m kekayaa '-* LI,P' rang atau lebih
yang mem - S K “o, h prestasi dan
sekaligus

517, Selanjutnya

menurut ke n yang diatur

.% isan. awal ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata menjelaskan bz ‘ . mungkln terjadi jika ada suatu
perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan
tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan tersebut yang melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang

berjanji.

8 Sutedi Adrian, Op.Cit, hal. 34.



Bisnis franchise itu berbeda dibandingkan bisnis lainnya. Karena bisnis
franchise tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga bisnis franchise itu
menjual HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Inilah salah satu keunggulan bisnis
franchise, sehingga tidak mudah_ditiru oleh.pelaku bisnis_lain. HKI berperan
penting dalam melindungi pemilik produk atau bisnis aslinya supaya tetap dapat
berproduksi atau melakukan bisnisnya secara eksklusif.

Dalam waralaba“ini, sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan sebagai
bagian dari kepatuhan mitra bisnis terhadap aturan main yang diberikan oleh
pengbisnis pemberi waralaba, mitra bisnis diberikan hak memanfaatkan Hak atas
Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengbisnis pemberi
waralaba, baik dalam bentukpenggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas
logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pembisnis
pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan royalti atas penggunaan Hak
atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima
waralaba.

Saat ini waralaba juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan bisnis
secara tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba
harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara
dimana waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Franchise atau waralaba
dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Meskipun
secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Rl No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor



259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Pendaftaran Bisnis Waralaba.®

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ditujukan
untuk mensupport  perkembangan bisnis...waralaba dari UMKM untuk
perkembangan lebih pesat. Terdapat beberapa klausul yang tidak menguntungkan
bagi kalangan UKM. Pasal-pasal yang dirasa menghambat perkembangan waralaba
itu misalnya'Pasal 3 PP*No. 42 Tahun 2007 tentang \Waralaba yang menyebutkan,
kriteria waralaba harus memiliki ciri khas usaha dan terbukti sudah memiliki
keuntungan. Pasal tersebut jelas tidak menguntungkan Franchise, dengan kata lain
pasal tersebut mengharuskan pewaralaba memiliki beberapa gerai usaha.

Berikutyang menjadi objek penulis dalam penelitian ini.adalah usaha gelato
ice cream KALGARYS DAILY. Kalgarys mengadopsi konsep Fresh to Serve yang
menyajikan Gelato, Beverages and Dessert. Berdiri pada tahun bulan juni 2018
dimana outlet pertama berdiri di Payakumbuh, Sumatera Barat dan mulai
mengembangkan usaha di Riau pada Februari 2019. Dengan pengalaman pendiri
yang mempelajari Gelato, Beverages and Dessert sehingga mampu menciptakan
produk yang berkualitas baik dan.tetap' mengutamakan kesehatan.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang kurang sesuai
dengan peraturan yang berlaku terkait dengan perjanjian kerjasama antara kalgarys
daily dengan pihak penerima waralaba. Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal

yakni :

9 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnsis Wiralaba, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2001, hal. 24.
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a. Pada isi perjanjian waralaba kalgarys daily, ada beberapa poin dan
beberapa pasal dalam PP No0.42 tahun 2007 yang belum terpenuhi dalam

perjanjian tersebut. Salah satunya, ketentuan untuk waralaba bahwa

pengembangan kepada penerima waralaba sesuai dengan ketentuan pasal
8 PP 42 tahun 2007. Yang mana sekarang banyaknya penerima waralaba
yang tidak menerima itu sehingga banyaknya penerima waralaba yang
bangkrut karena tidak mengertinya bagaimana menjalankan usaha

tersebut;
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e. Prospektus waralaba juga harus didaftarkan sebagaimana ketentuan pada

pasal 10 PP 42 tahun 2007, hal ini belum dilakukan oleh pihak kalgarys

daily.

lima tahun da at ( D ﬂ g gut biaya. Menteri,
gubernur, bupa alikota se: ai kew a da engenakan sanksi
adminsitratif _ba ey ir : : ng melanggar

ketentuan.10

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 peraturan pemerintah no.42 tahun 2007.
Tidak hanya itu, beberapa pemilik waralaba tidak mendaftarkan merk nya atau
mendaftarkan usaha yang dimilikinya trsebut. Hal ini membuat usaha yang dimilki

tidak ada kekuatan atau kepastian hukum, atau dapat disebut dengan legalitas usaha.

10 Sembiring Sentosa, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tentang Waralaba, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 7.



Pada peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 disebutkan bahwa pemberi
waralaba sebelum membuka waralaba atau franchise harus memberikan pelatihan
kepada penerima waralaba, tetapi pada kenyataannya masih ada pemilik waralaba
yang tidak memenuhi ketentuan_ini. Banyaknya pemilik.waralaba yang tidak
mengindahkan peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 ini membuat masing-masing
pihak tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama atau tidak adanya kepastian
hukum.

Hal-hal yang diatur di dalam hukum dan perundang-undangan merupakan
das sollen yang harus ditaati oleh para pihak di dalam perjanjian waralaba. Tetapi
sering juga terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini akibatnya menimbulkan
wanprestasi. Akibat dari adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi
salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan di dalam pelaksanaan
perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum terhadap para pihak yang
dirugikan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak
yang membuat kerugian. Sebagai bahan penelitian di dalam skripsi ini, maka
diajukan penelitian pada perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru. Kalgarys
Daily Pekanbaru merupakan suatu perjanjian.waralaba penjualan produk Gellato
Ice Cream. Akibat dari adanya perjanjian waralaba penjualan produk tersebut maka
para pihak diikat di dalam suatu hak dan kewajiban.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis akan
membuat sebuah penelitian skripsi mengenai hal-hal tersebut karena banyaknya
pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, dilihat dari segi perjanjian waralaba, maka
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ada pula perjanjian yang klausulnya tidak termuat semua baik dari pihak pemberi
waralaba maupun pihak penerima waralaba.

Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan maksud

dan tujuan serta ha ‘ ‘ 3 pembaca atau kepada
pemili | ‘h!\\‘ .@# ‘

. i hat dan mencegah
" 4

tidak berat

sebelah a

lapangan kerja ebih luas la 3 uk melengkapi
tugas-tugas dan syarat-sy j A -H:l' um pada fakultas hukum
universitas islam riau  dengz ;' "_'-_, ELAKSANAAN
FRANCHISE

NOMOR 42

berdasarkan hukum yang berlaku’
2. Apasaja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise di kalgarys
daily Pekanbaru?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

11
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a. Agar dapat menganalisis dan memahami pelaksanaan perjanjian franchise
kalgarys daily di Pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku;

b. Agar dapat memahami serta meninjau hak dan kewajiban para pihak dalam

2.
Adapun t
lilakukan oleh
eraturan hukum
-masing pihak
sunan perjanjian
ba (franchise)
D. TinjauanP
Pelaksanaan Franchise
Kalgarys Daily Berdasarka omor 42 Tahun 2007 Tentang

Waralaba, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan substansial dengan penelitian
sebelumnya, sehingga penelitian sebelumnya harus dilakukan untuk menghindari
duplikasi. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan
kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep

yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan

penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan

12
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menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan
penulis lainnya dalam masalah yang sama. Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti

jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, antara lain :

an judul “Pelaksanaan

enggunakan

data prime isusun secara

sistematis roleh kejelasan

ai skripsi yang

SN

T

%

perbuatan merugikan pihak yang lain. Meskipun terdapat perjanjian yang sah dalam
kuch2hotahu ini, perbuatan merugikan pihak lain masih saja terjadi. Beberapa

franchisee tidak mampu memenuhi kewajibannya.

1 Thomas Kileng Mihend dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kuch2hotahu
dan Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak” Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,2013.

13



Kewajiban yang tidak didpenuhi tersebut adalah mereka tidak melakukan
pembelian bahan baku pada frenchisor. Berdasarkan Pasal 14 perjanjian
kuch2hotahu, apabila pihak franchisee melakukan ingkar janji maka, pihak
frenchisor dapat..melakukan-pemutusan kontrak/mengahiri perjanjian secara
sepihak.. Berdasarkan pada hal tersebut, pihak frenchisor mendapatkan
perlindungan hukum berupa hak untuk:memutuskan perjanjian. Selain hal tersebut
pihak frenchisor dan franchisee mendapatkan perlindungan berupa hak-hak yang
telah tertera dalam MOU/kontrak perjanjian.

Kedua, skripsi oleh Robertus Roy dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian
Waralaba Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peratura Pemerintan Nomor
42 Tahun 2007 Pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012
Pasal 2 Tentang Waralaba”*?, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif, dengan cara membandingkan peraturan waralaba yang dipakai dalam
penelitian ini, perjanjian waralaba Nyoklat Klasik, dan pelaksanaan perjanjian
tersebut. Data diperoleh melalui wawancara kepada franchisee Nyoklat Klasik
dengan data berupa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian waralaba
Nyoklat Klasik beserta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dapat dikatakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan yang dipakai dalam

penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam pasal perjanjian

12 Robertus Roy dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Karang
Rejo Ditinjau Dari Peratura Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 5 dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba”, Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang, 2020.
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waralaba yang masih memberikan kedudukan lebih kepada franchisor dalam

berbisnis waralaba.

\ 2
s
QD
5
&
=

f 1de using and
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QD

c

dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem

eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan

13 salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, hal. 24.
14 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal. 14.

15 gy —qa
TOTU, Tidl. 10,
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dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan
dan penggunaan nama pengedarnya.'®

Waralaba (Franchise) ini ada kesamaan dengan difinisi yang tercantum

dalam kamus blae in dari pemilik suatu
merek a : ‘ “EQ\“ .0 G :

: ifi '@' SNnis tersebut,
" 4

franchisor. Sering kali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk
memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Misalnya dealer

mobil, stasiun pompa bensin;

16 Suharnoko, Op.Cit, hal. 18.
7 Ibid, hal. 19.
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Manufacturing franchises, yakni Manufacturing franchise franchisor
memberikan know-how dari suatu proses produksi. Franchisee

memasarkan barangbarang itu dengan standar produksi dan merek yang

numan  soft

ising adalah
an suatu kegiatan

imbalan dari

23 8 )l
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Waralaba (Franchise) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan

bisnis. Pengertian franchise dari segi yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan
peraturan perundang undangan, berbagai pendapat, dan pandangan ahli. Pasal 1
ayat (1) Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba
(Franchise) diartikan sebagai Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam

17
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rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan  Nomor

dukungan konsultasi asional yang be ir N0 h.Pemberi Waralaba

kepada Pen

atau ciri khas usaha;
d. Adanyaimbalan atau jasa; dan
e. Adanya persyaratan dan penjualan barang.
Selain ketiga bentuk diatas, di Indonesia juga mulai berkembang group
tranding franchise, yang menunjukan pada pemberian hak toko grosir maupun

pengecer. Pemegang Waralaba (Franchise) wajib membayar sejumlah royalti untuk

18
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penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan
bardasarkan perjanjian. Royalti kadang-kadang bukan ditetapkan dari persentase

keuntungan melainkan dari beberapa unit. Dalam hal demikian pihak franchisor

memberikan asis g oemegang franchise

perlu membaya S pula franchisor
dalam keperluan’ pembuatan produknya mewaj e J franchise untuk

membeli bal

asarkan kontrak

membolehkan franc AN a G ranchisee. Semua

antara licensor/franchiso ada ' Bentuk Waralaba
(Franchise) menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No.
12/MDAG/PER/3/ 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Waralaba adalah berbentuk tertulis.
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Menurut martin d’fern,melihat franchise dari aspek unsur, adanya empat
unsur yaitu :18

a. Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu;

sebagai undang-unda edua belah piha 3 atanganan kontrak

antara kedua belz : Kewajiban dari

b. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk
buku pegangan (manual), yang sebagian isinya dalam rahasia usaha;

c. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus;

18 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal.18.

19 Sembiring Sentosa, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tentang Waralaba, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 133.
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d. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa dalam bentuk tertulis dan
terlindungi dalam undang-undang hak cipta.

2. Tinjauan Mengenai Kontrak Atau Perjanjian Dalam Waralaba

Kontrak kontrak lisensi dan

ataupun prosedur
tertentu juga adanya
quality co S : ' ’ g lisensi yang
harus sama an pemegang

franchise m

ARG

Sifa adalah, sebagai

berikut ;21

s LAY

a.
b tap.mempunyai hak atas

usaha, dan hal-hal
c tau franchisor mengendalikan

d. Hak, Kewajiban, dan tugas masing-masing pihak dapat diterima

pewaralaba/franchisee.

20 1bid, hal. 131.
2 1bid.
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Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku
hukum Indonesia. Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib

memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data dan atau informasi

penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama memiliki
hak atau izin membuat perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi

waralaba.

22 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2005, hal. 14.
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Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian Waralaba (Franchise), yaitu

sebagai berikut : %3

a. Nama dan alamat perusahaan para pihak;

b. nemuan atau ciri khas
3nataan atau

iliki Objek

dan franchisee. Franchisor adalah perusahaan yang memberikan lisensi, baik,
berupa paten, merek dagang, merek jasa, maupun lainnya kepada franchisee.

Sedangkan franchisee adalah perusahaan yang menerima lisensi dari franchisor. Di

2 1bid, hal. 22.
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samping itu, ada dua pihak lainya dalam perjanjian Waralaba (Franchise) yang
terkena dampak dari perjanjian ini, yaitu :2*

a. Franchisee lain dalam system franchise (franchising system) yang sama;

b.

tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindusturian
dari pihak lain. Di sini, titik berat lisensi. terletak pada pemberian izin

ataupun pembayaran royalti;

2 1bid.
% 1bid.

2 1bid, hal. 22.
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b. Returns contract Perjanjian tersebut dibuat semata-mata untuk tujuan
penyelundupan pajak; dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan

di suatu Negara tertentu membayar royalti kepada perusahaan induknya

hubungan u a pe g ‘ 3
pemberi ke : ) ﬂ * ﬁﬂ' waralaba agar
bisnis waralaba 3 anchise d __ : -_ '1" Jan pe z dasarkan hal ini
kita dapat ge i ba :‘. : ‘ : erkembang pesat di

negara yang i y erika Serikat.

pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Sebelum usaha waralaba atau
franchise ini dilaksanakan maka terlebih dahulu dibuat perjanjian secara tertulis
untuk menerangkan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak serta

tentang ketentuanketentuan mengenai sistem usaha waralaba atau franchise.

27 Dikutip dari Elgroni,KonsepFranchising,https://elqorni.wordpress.com/2014/01/20/45,
diakses tanggal 15 oktober 2021.
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Masalah kemudian muncul sehubungan dengan pelaksanaan waralaba atau
franchise karena adanya kekhawatiran akan adanya ketidakseimbangan kedudukan

antara franchisor (pemilik waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba). Selain

penelitian, S 3 dan agar tidak ada

kesalahpahama ) da 2Nt g ada didalam

judul penel

1. SiS m ads Jel anSebenarnya atas

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh
pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang
dan jasa.
F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat

sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara
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sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar

metode penelitian memeuat beberapa hal misalnya :

1. Jenis dan Sifat Peneitian

penelitian o : S 1 alisis hukum

pelaksana anchise berdasarka tahun 2007.

2.

Populasi ialah kese ‘ ~ : eIiti mempunyai karakteristik
yang sama. Sedangkan sample merupakan bagian dari populasi itu sendiri agar

memudahkan untuk melakukan.?® Berikut penulis jabarkan yang menjadi populasi

dan sampel dalam penelitian ini, yaitu pada tabel di bawah ini :

28 Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal
29.
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Tabel 1.1

Responden Penelitian

No. Kriteria Populasi | Keterangan

1. Pemberi franchise 1 Sensus

Sensus

adalah pe ‘g ma franchise
sebanyak s penelitian ini
tidak meme r]:éj.p eluruhan atau

LY
i

yang telah penu
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur dan digunakan
untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan
penelitian penulis.
5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara
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Penulis mengadakan tanya dan jawab langsung ke orang yang diwawancarai
untuk informasi atau penjelasan tentang masalah yang diselidiki penulis.

6. Analisis Data

dibagi berdasarkan

jenis darikedu ‘ ‘ “‘\“ .9& peroleh dari

hasil wa ah dianalisis
dan impl a peraturan
peraturan
7.

merumuskan
kesimpulan
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

apat terwujud.?®
erikan definisi

ana satu orang

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.3!

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata,
terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut
Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas.
Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas
karena dengan digunakanya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela

dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu

30



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah dikutip dari Sheila
Felicia dalah tesisnya yang berjudul Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam

Perjanjian Waralaba, yakni:*?

a. A diarti i perb aukum, yaitu perbuatan

Waralaba,
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c. Sehingga perumusanya menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum,

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu
berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian

adalah menetapkan akibat yang terjadi.

33 Indira Hastuti, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise), Semarang. Jurnal
Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2006.

34 Komariah, Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi, Malang : UMM Press,
2013, hal. 34.
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Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya

disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari

1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan

dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan
kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari
perjanjian itu.

Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas

kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan
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seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu

diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-

Q@‘

Asas ini mempu pahwa suatu kontrak sudah sah dan

mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang
kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal
1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku
pada perjanjian formal.

Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan

tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah,
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formalitas yang diperlukan adalah pembuatanya dalam Akta PPAT.

Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah

terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.

erikan  dengan
an menunjukan
ak lain adalah

etuju mengikatkan

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang .
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Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja.

Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu

perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan

Asas Keseimbangan
Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding,
setimpat). Dalam hubunganya dengan perjanjian, secara umum asas

keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang

% Salim, HS. Op.Cit, Hal.2-3.
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membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne

Termoshulzen-Arts, dalam hubunganya dengan perikatan, seimbang

(evenwitch, everendig) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan

a.

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian
karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak
ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada

kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan

3 Ahmadi Miru, Unsur Perjanjian, Surabaya: ELKAP, 2007, hal. 31-32.
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mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut
batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan;

b. Unsur Naturalia

kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainya
yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan
unsur essensial dalam kontrak tersebut.
4. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata :

a. Kesepakatan (Toestemming)
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Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan,

pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan

kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan

Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung
hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap
subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan

perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh

37 Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2011, hal.54.
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kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang

yang cakap secara hukum, yaitu :

a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda);

iranya (tid pengampuan);

SN ML

Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan.
5. Jenis-Jenis Perjanjian
Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu
landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam

beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan
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Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian

Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual.

Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut yaitu :3

a.

Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini Dberdasarkan kewajiban Dberprestasi.
Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua
belah pihak berprestasi secara timbal balik, Seperti perjanjian jual beli,
sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak
adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan
memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi
apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.
Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH
Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual
dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli
berkewajiban membayar harga barangnya.

Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan
dikelompokan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti
perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan,
pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan
perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak tidak diatur secara

khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat

38 Joko Subayog, Hukum Bisnis Perjnajian, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 139-140..
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berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH

Perdata.

Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi
para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real
justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap
perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi

persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan

atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata
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misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian

konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH

Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan
debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal
disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa

jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain.*

39 patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Madju, 1994, hal.
68.

40 1bid, hal. 69.

41 Salim HS. Op.Cit, hal. 163.
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Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau
perikatan, dapat dilaksanakan dengan :#?

a. Pembayaran;

penyimpanan  atau

SNt 'o..
/
el

sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan
sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba
diperkenankan pertama kali oleh lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

(LPPM) diJakarta. Namun, dalam dunia bisnis para pelaku bisnis di Indonesia lebih

*2 1bid.
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mengenal dan senang menggunakan istilah aslinya franchise daripada waralaba.
Kedua istilah tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia.*®

Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu franchir yang mempunyai arti

franchisee) untu ata s Al ¢'di bawah nama

franchisor. : asanya ‘ nace yalty) kepada

British Franchise Association (BFA) mendefenisikan franchise sebagai
berikut : franchise adalah contractual licence yang diberikan oleh suatu pihak

(franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang :46

43 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal. 560-561.

4 3alim HS. Op. Cit, Hal. 164.

45 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982, hal. 58.

46 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2007,
hal. 57-58.
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a. Mengizinkan franchisee untuk menjalankan usaha selama periode

franchise berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik

franchisor;

g

\‘&.\‘Elta_

menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara,
prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah
ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar
maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif artinya

seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk
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melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berbeda dalam suatu lingkungan

yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang

diperolehnya dari pemberi waralaba. (Gunawan Widjaja, 2003:12).

(Assistance)

ar sejumlah uang

digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik Franchisee). Ini berarti
pemberian Franchise menuntut eksklusivitas, dan bahkan banyak hal yang
mewajibkan terjadinya non competition clause bagi Franchisee, bahkan setelah

perjanjian pemberian Franchise berakhir.*

47Suharnoko, Op.Cit, hal.83.
48 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal. 13.
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2. Peraturan Franchise Di Indonesia
Untuk mengatur Franchise di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba

dan Keputusan _Mentt dagan epuk ja Nomor : 57/M-

ba, sebagai

Keputusan
DAG/PER enyats ahwa arus memenuhi

kriteria seba

Masih dalam ruang lingkup Waralaba, pada Pasal 2 ayat 2 juga menyatakan
bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan
/ atau nama Waralaba untuk nama dan / atau kegiatan usahanya, apabila tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Selain syarat tentang
kriteria dan ruang lingkup, para pihak harus mendaftarkan surat perjanjian

Waralaba / Franchise atau surat tanda pendaftaran Waralaba yang sudah diatur
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dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

57/MDAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2007.

b) Perjanjian Waralaba berakhir;
c) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba menghentikan kegiatan
usahanya.
Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang aturan teknis tentang Waralaba.
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Khususnya terkait pendaftaran surat perjanjian Waralaba ke Menteri Perdagangan,
yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 bahwa :
a. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba
sebelum:membuat perjanjian \Waralaba dengan Penerima Waralaba;
b. - Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa;
c. Penerima \Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba;
d. Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di ‘Indonesia, setiap bisnis
Franchise yang akan diselenggarakan maka bisnis  Franchise tersebut harus
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak Franchisor dengan pihak
Franchisee. Perjanjian_tertulis yang dibuat oleh pihak Franchisor dan pihak
Franchisee harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, dalam hal
ini perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.*®

Ketentuan yang diatur di-dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian Franchise yang diwajibkan
untuk dibuat secara tertulis wajib memuat klausula paling sedikit sebagai berikut :

a. Nama dan alamat para pihak;

b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;

49 Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Makasar : Arus
Timur, 2012, hal. 129.
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c. Kegiatan usaha;

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang

3. Bentuk Hubungan Hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam
Perjanjian Franchise

Sebagaimana kita ketahui hubungan hukum atara Franchisor dan Franchisee

ditandai dengan ketidakseimbangan tawar menawar (Unequal Bargaining Power).

Perjanjian Franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Franchisor.

% 1bid.
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Franchisor menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh
Franchisee yang memungkinkan Franchisor dapat membatalkan perjanjian apabila

dia menilai Franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya. Franchisor juga

bagi

Franchisor

pasar, setelah
mengetahui ba disi gkan, maka r memutuskan

perjanjian denge anchisee, anj ) Fr ) erasikan outlet atau

usaha besar untuk menjalankan metode bisnis yang sudah dirancang oleh
Franchisor.>
Karakteristik pokok hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee

dalam perjanjian Franchise sebagai berikut :53

51 Suharnoko, Op.Cit, hal. 85.

%2 | bid.

%3 Lindawaty S. Sewu, Franchise: Pola Bisnis Spektakuler Dalam Prespektif Hukum dan
Ekonomi, Bandung: Utomo, 2004, hal.32.
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Ada kesepakatan kerjasama yang tertulis;

Selain  kerjasama tersebut Franchisor mengizinkan Franchisee

menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik Franchisor dalam

Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (Franchisee) dibidang
pemasaran, manajemen, dan bantuan tehnik lainnya;
Pemakai waralaba membayar Fee atau Royalti atas penggunaan merek

pemilik waralaba.

54 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal. 16.
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Karakter dasar Franchise adalah sebagai berikut :%
a. Harus ada suatu perjanjian tertulis yang mewakili kepentingan yang

seimbang antara Franchisor dengan Franchisee. Isi kontrak pada

bisnis yang

a Franchise

or) beroperasi

atau prosedur

yang didapatnya dan atas bantuan yang terus-menerus diberikan oleh
Franchisor;

g. Franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia
adalah satusatunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang

dihasilkannya;

% 1bid, hal. 20.
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h. Transaksi yang terjadi antara Franchisor dengan Franchisee bukan

merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk

yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

berikut :

a.

Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh Franchisor bagi Franchisee,
serta supervise secara berkala dalam rangka mempertahankan mutu.

5. Asas-Asas Perjanjian Franchise

% 1bid, hal. 26.
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Adapun asas-asas perjanjian Franchise didasarkan pada yaitu sebagai

berikut :*7

a. Asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa

e. Asas persamaan hukum. Perjanjian bisnis waralaba hendaknya dibuat
atas dasar kesamaan hak di depan hukum, baik bagi pemberi hak
waralaba maupun penerima hak waralaba;

f. Asas keseimbangan. Franchisor dinilai mempunyai kekuatan untuk

menuntut prestasi namun Franchisor memikul pula beban untuk

5" Lindawaty S. Sewu, Op.Cit, hal.31-35.
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melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas keseimbangan
menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para

pihak secara wajar dengan tidak membebani salah satu pihak saja.

Jessert. Dengan
ssert sehingga
mampu menciy ) b : iy ap mengutamakan

kesehatan.

yang digunakan lebih banyak daripada krim serta tanpa ditambahkan bahan
penstabil. Hal ini membuat gelato memiliki rasa susu yang sangat kuat

dibandingkan dengan es krim.%8

%8 Goff dan Hartel, Dikutip dari “Pembuatan Gellato es Krim”, http://www.gellatoicecream,
Diakses tanggal 14 Maret 2022.
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Susu merupakan bahan utama dalam pembuatan gelato. Komposisi susu
pada pembuatan gelato jauh lebih tinggi dibandingkan dengan es krim. Susu

termasuk salah satu golongan pangan fungsional yaitu kelompok pangan yang

fungsional
meningkat
Fungsi susu atan, meningkatkan

kekentalan, r lembut, dan

ENALAHE ALS
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yang berlebihan pada adonan akan menyebabkan citarasa berlebihan, terlalu
tingginya total padatan, nilai kalori yang tinggi, dan cost atau biaya produksi yang

terlalu tinggi.®°

% 1bid.
% 1bid.
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Kuning telur yang digunakan pada adonan gelato berfungsi sebagai
emulsifier. Di dalam kuning telur selain tinggi lemak, juga terdapat kandungan

lesitin yang merupakan emulsifier alami yang sifatnya kuat. Kandungan lesitin

kuning telur terd otein sebesar 21%.
Lesitin n atan dengan
air maupun lemr ur berfungsi
sebagai b ' il &- tur lemak dan

Proses pembuatan gelato yang pertama yaitu penimbangan bahan sesuai
formula yang digunakan dimana susu dan whipped cream serta kuning telur dan
gula dicampur terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan proses pasteurisasi susu dan

whipped cream. Pasteurisasi standard dalam pembuatan gelato yang

%1 1bid.
62 1pid.
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direkomendasikan Food and Drug Administration (FDA) adalah pada suhu 80°C
selama minimal 25 detik. Pasteurisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk

membunuh mikroba pathogen, melarutkan bahan-bahan kering, meningkatkan

pmogen. Proses
suhu 60-70°C.
Proses selan ada G ( ke dalam suhu
ng ini bertujuan

patan terjadinya

terbentuknya gelato dilanjutkan dengan pengemasan. Pengemas yang dilakukan
haruslah tertutup rapat dan mampu menjaga gelato dari udara luar selama
penyimpanan di freezer. Selanjutnya gelato disimpan dalam freezer bersuhu -17°C

untuk proses pengerasan dan penyimpanan gelato.®

8 1bid.
% 1bid.
& 1bid.
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Dalam penelitian ini yang menjadi objek penulis yakni usaha gelato ice
cream KALGARYS DAILY di Kota Pekanbaru. Kalgarys ini sudah berdiri dari

bulan April 2019 di Kota Pekanbaru. Disini pilihan gelatonya ada yang cone dan

hocolate, red velvet,

‘.mﬁﬁ“‘ .Qa algarys Kota
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Franchise Kalgarys Daily di Pekanbaru

ang Berlaku

“‘\Mm\“'a

warganya.
utama agar ta arganys 3 an. Banyak saat ini
rakyat Ind
meningkatk
merupakan Sua ep | -_ asaran unt as' jaringan dengan
cepat, misalk
(franchise) S C : S hoterkenal di dalam

masyarakat.

1997 tentang Waralaba, dan Keputusa enteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.%® Waralaba di Indonesia saat ini
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di
dalam PP No.42 Tahun 2007 tersebut juga menentukan bahwa suatu kontrak harus

dibuat secara jelas.

Pertumbuhan bisnis waralaba (franchise) yang demikian pesatnya tentunya
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memiliki konsekuensi, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat di
dalam kegiatan bidang ekonomi. Peluang ini tentunya juga membutuhkan proses,
pengaturan, pengarahan serta pembahasan untuk dapat menghindari kerugian dan

pemutusan kontrak secara sepihak, khususnya dalam bidang waralaba (franchise)

panyak bisnis waralaba

arta : Kencana, 2003,
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Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian fanchise (waralaba) dijelaskan
pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (Franchisor)
adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk
memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima
waralaba. Sementara itu _penerima: waralaba (Franchisee) adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk
memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) Kalgarys Daily
adalah merupakan nama dari suatu produk makanan berbentuk es krim yang yang
berada di dalamwilayah hukum kota Pekanbaru. Dikarenakan banyaknya peminat
konsumen Kalgarys Daily saat ini dalam penjualan produk makanan siap saji yang
praktis langsung bisa dimakan, maka ada pihak yang berkeinginan untuk menjual
produk makanan dari Kalgarys Daily oleh karena itu dibuatlah perjanjian franchise
(waralaba) oleh para pihak.

Dalam hal ini'perjanjian franchise (waralaba) yang dilaksanakan di Kalgarys
Daily perjanjian bisnis waralaba _merupakan: kontrak innominaat yaitu kontrak
dalam bentuk tertulis, yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik
karena adanya asas kebebasan berkontrak. Namun, sekalipun dapat dibuat dan
disepakati secara bebas oleh para pihak, substansi dari perjanjian bisnis waralaba
telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

tentang Waralaba.

63



Perjanjian franchise (waralaba) merupakan salah satu aspek perlindungan
hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan
perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan
perlindungan hukum bagi parapihak yang terlibat dalam sistem perjanjian franchise
(waralaba). Jika salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut maka
pihak lain dapat menuntut pihak:yang melanggar sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Perjanjian franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang dilakukan
antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee),
dimana franchisor tersebut memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan
kegiatan produksi atau memasarkan barang atau jasa dalam jangka waktu dan
tempat yang telah ditentukan dibawah pengawasan franchisor. Sementara itu
franchisee diwajibkan untuk-membayar sejumlah uang tertentuatas hak yang telah
diperolehnya, oleh sebab itu perjanjian franchise (waralaba) ini telah sesuai dengan
defenisi perjanjian waralaba.

Perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan,
karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak.
Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan
franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.

Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise Kalgarys Daily Kota Pekanbaru

adalah merupakan nama Bisnis Waralaba yang sangat terkenal tidak hanya di Kota
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Pekanbaru, dikota lain pun banyak sekali bisnis waralaba ini dijalankan.
Dikarenakan banyaknya peminat konsumen Kalgarys Daily di Kota Pekanbaru saat
ini dalam penjualan produk serba ada yang harganya pun tergolong murah, dan
terkadang memiliki fasilitas dan.tempat yang. nyaman untuk-para pengunjung yang
ingin membeli. Dapat dilihat bisnis waralaba ini sangat menjajikan dan tidak sedikit
banyak orang yang menjalankan: bisnis ini; oleh karena itu dibuatlah perjanjian
franchise (waralaba) oleh pihak pemberi waralaba.

Maka berdasarkan dari uraian di atas terdapat dua pihak yang melaksanakan
perjanjian franchise (waralaba) ini, yaitu :

1. Pihak pemilik franchise yang biasa disebut dengan Franchisor;
2. Pihakpenerima franchise yang biasa disebut dengan Franchisee.

Di dalam perjanjian Kalgarys Daily Kota Pekanbaru telah disebutkan bahwa
Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily memberikan hak
menggunakan merek dagangnya kepada seorang franchisee yakni Bapak Wandi
Pranata dengan mewajibkan kepada Bapak Wandi Pranata selaku franchisee untuk
membayarkan fee kepada Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys
Daily Pekanbaru yang berada di JI. Mustika Kota Pekanbaru sebagai imbalan
sampai jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dicky Anggara selaku
franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “apakah menurut
Bapak sebagai franchisor terhadap franchisee wajib untuk membayarkan sejumlah

fee?” beliau mengatakan iya, karena itu merupakan hal yang wajib karena dengan
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pembayaran fee itu sebagai imbalan dan tanda telah disepakatinya perjanjian
franchise itu.®®

Di dalam hal yang berhak menerima pembayaran di dalam pasal 1385 KUH

Perdata ditentukan
ada seorang
asakan oleh

pembayaran-

Pranata selaku

franchisee akah mengenai

LY

besaran fra ranchise ini?”
Beliau menjela

diatur dalam

tagaa

juga dikatakan i Kalgarys Daily
Pekanbaru.5°
Hal ini dapat dike para pihak di dalam perjanjian

franchise (waralaba) Kalgarys Daily Pekanbaru, yang di dalam pembukaan
perjanjian tersebut disebutkan bahwa :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

8 Wawancara penulis dengan Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

8 Wawancara penulis dengan Bapak Wandi Pranata selaku franchisee pada Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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a. Bapak Dicky, selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, yang
beralamat di Panam Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak sebagai

untuk dan atas nama Kalgarys Daily Pekanbaru di dalam perjanjian ini

tersebut di atas Fra SO see sel 1k I ' tkan diri dalam

suatu perjan Kerja ¢ : bih dahulu hal-hal

yaiu :
a bantu Franchisee
O milik Franchisor
b. mengawasi, menjaga dan

mengendalikan mutu produk yang dijual serta memberikan pelayanan
terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
Franchisor;

c. Bahwa Franchisor memberikan hak eksklusif kepada Franchisee untuk

menjual kembali product gelato yang bertempat di ONE STREET FOOD
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, yang beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Pemuda City Walk,
Pekanbaru;

d. Franchisor memberikan izin jual kembali kepada Franchisee dengan

sesuai dengg . ku seb. ng-U ng & gi mereka yang
membuatnya. Persetujuan i K da ik kembe ” pan kesepakatan

kedua belah pihak atau karens : - ndang-Undang.

aka dapat dilihat

bahwa status hul ] Mec a da sebuah perjanjian

dapat dilihat pada pasal-pasal perjanjian kerja sama franchise (waralaba) tersebut.
Bila dilihat dari perjanjian diatas telah memenuhi syarat-syarat perjanjian

franchise (waralaba) yakni sebagai berikut : "

0 Sembiring Sentosa, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tentang Waralaba, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal.81.
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a. Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba
yang disahkan secara hukum;

b. Kesepakatan kerja sama ini menjelaskan secara rinci semua hak,

royalty atau fee di tangg emba ulannya?” Beliau

menjawab a2 pemba ota k ayar yatu di awal

termasuk pembayaran 3 Ay aksi waralaba (franchise)
yakni "
a. kan pe arar pihak franchisee kepada pihak
franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisee.

Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalty ini pada suatu

waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Akan

' Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

2 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung
: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 346-347.
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tetapi, sistem yang lebih sering justru pembayaran franchise fee dengan

memakai sistem persentase tertentu dari omzet franchisee;

Franchise Fee Merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak

dahulu ditetapkan bersama secara tegas, agar tidak timbul disputes
dikemudia hari;

Marketing and Advertising Fees Karena pihak franchisor yang
melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchisee mesti juga ikut

menanggung beban biaya tersebut dengan menghitungnya, baik secara

70



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

persentase dari omzet penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan
tertentu;

f.  Assignment Fees Yang dimaksud dengan Assignment Fees adalah biaya

L3 5
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N
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Sela aku franchisee

A LT

pada Kalg adi perselisihan

antara pihah iannya?” beliau

ARNAENANR
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menjelaskan telah dijelaskan
mengenai pe

musyawarah. Taf
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s
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T
=
<
o
=
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wn
@
3
o

juga diungkapkan 0 ; anchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru.”

Para pihak juga bebas memilih dan mnentukan dalam perjanjian waralaba
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin teriadi di antara para

pihak, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun secara non-litigasi

melalui Arbitrase.

8 Wawancara penulis dengan Bapak Wandi selaku franchisee pada Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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Pada Pasal 1854 KUHPerdata, dijelaskan bahwa setiap perdamaian hanya
menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan
yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu
berhubungan dengan perselisihan yang menjadi-sebab perdamaian tersebut. Pada
Pasal 1855 KUHPerdata setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-
perselisihan yang termaktub di,datamnya;: baik, para pihak merumuskan maksud
mereka secara khusus atau umum, atau maksud itu dapat disimpulkan sebagai
akibat mutlak dari apa yang tertulis tersebut.

Lalu dalam pertanyaan penulis berikutnya yaknipada Bapak \Wandi dengan
pertanyaan, “kenapa jalan musyawarah dipilih sebagai cara penyelesaian yang
utama?” Beliau menjawab karena jalan musyawarah ini dapat menghindari
perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dan Bapak Dicky juga
menjelskan bahwa jalan musyawarah secara kekeluargaan kita bisa bernegosiasi
dengan baik bagaimana menyelesaikan perselisihnan yang terjadi, selagi bisa
musyawarah kita akan melakukan musyawarah. "

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa
perjanjian waralaba dapat “dilakukanbaik.secara ligitasi maupun non-litigasi.
Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis dan perdagangan memberikan pengaruh
yang siginifikan terhadap perkembangan hukum, termasuk juga terhadap
pembuatan kontrak. Kebebasan berkontrak yang berorientasi pada penyelesaian

sengketa di luar pengadilan bertujuan mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan

" Wawancara penulis dengan Bapak Wandi selaku franchisee pada Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase dinilai lebih efektif dan efisien serta mampu

menghasilkan jalan keluar yang sama-sama memenangkan jika dibandingkan

07/M-DAG/PER

is Usaha jasa

perjanjian pada
dunia bisnis , ] /ang berlaku bagi

suatu bentuk

dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh
pemberi waralaba. Perjanjian bisnis waralaba harus disusun dengan cermat agar

kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang.

s Admiral, Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Diluar
Pengadilan, Vol.1, No.1, UNIKS Press, 2019.
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Pada proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) pada Kalgarys
Daily Pekanbaru yang beralamat di JI. Mustika Pekanbaru menurut KUHPerdata
dilakukan dalam tahap yang sedemikian rupa, dimulai dari adanya penawaran dari
pihak franchisee kepada pihak.franchisor. Dari penawaran.yang dilakukan oleh
pihak franchisee kepada pihak franchisor selanjutnya penawaran tersebut
dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda
tangan kedua belah pihak pada perjanjian tersebut. Pada saat franchisor suatu
perjanjian franchise (waralaba) dengan franchisee, franchisor tidak diperkenankan
untuk mewaralabakan produk atau jasa yang sama dengan merek dagang yang sama
kepada franchisee lainnya di wilayah yang berdekatan. Pembatasan ini juga berlaku
bagi franchiseeterhadap franchisor lanjutan.

Dari uraian diatas, penulis menilai perjanjian Kalgarys Daily Pekanbaru ini
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian yang tertuang di
dalam KUH Perdata. Maka dari itu perjanjian franchise yang telah dibuat dan
disepakati oleh pihak franchisor dan franchisee telah.mengikat dan berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian franchise tersebut
sehingga harus patuh dan menaati perjanjian yang telah dibuat.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Di Kalgarys
Daily Pekanbaru

Perjanjian waralaba (franchise) merupakan salah satu aspek perlindungan

hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini

dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi para
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pihak untuk menegakkan perlindungan hukum. Perjanjian waralaba (franchise

agreement) memuat kumpulan persyaratan, ketentuan serta komitmen yang dibuat

dan dikehendaki oleh franchisor untuk para franchisenya.®

pihak yang . el z ati oleh kedua
belah piha ' :
kewajiban para pihak t A imana salah satu
pihak melak kewaji ang menja ihak ainnya, begitu juga
sebaliknya di ain tadi m lah kewajiban terhadap

pihak lainnya.

a. Pihak pertama berhak un menerima pembayaran royalti atas
penggunaan merek dagang yaitu Kalgarys Daily Pekanbaru dari pihak

kedua;

6 Merry T. J. Ruauw, Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam
Perjanjian Franchise, Manado, Jurnal Hukum Vol.1/No.1, Universitas Sam Ratulangi Manado,
2013.
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b. Pihak pertama berhak mendapat laporan wajib secara berkala dari pihak
kedua atas hasil dari penjualan produk;

c. Pihak pertama berhak mendapat laporan mengenai keluhan serta klaim

sesuai deng

salah satu pihak
penuntutan.”’

Yang menjadi hak dari penerima waralaba (Franchisee) sesuai dengan isi
perjanjian waralaba (Franchise) adalah sebagai berikut :

a. Pihak kedua (Franchisee) berhak menggunakan merek dagang Kalgarys

Daily Pekanbaru ditempat usaha yang telah ditentukan dalam perjanjian

" Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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waralaba (Franchise) tersebut dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan;

b. Pihak kedua (Franchisee) berhak mendapatkan bimbingan konsultasi,

pemasaran,

aralaba secara

a. Pihak kedua (Franchisee) wajib membayarkan royalti terhadap
penggunaan lisensi merek dagang Kalgarys Daily Pekanbaru kepada
pihak pertama (Franchisor) sesuai dengan ketentuan di dalam isi
perjanjian waralaba (Franchise) tersebut. Berdasarkan Permendag
Nomor 53 tahun 2012, Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara

atau ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan
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seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi

tanggung jawab Penerima Waralaba. Klausula ini bertujuan untuk

memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba dari kesewenang-

berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki
Pemberi Waralaba.

Sesuiai dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Dicky selaku
franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru dengan pertanyaan, “apakah franchisee
boleh berpindah tempat usahanya secara bebas sesuai keinginannya?” beliau

menjelaskan bahwa tidak boleh begitu saja pindah-pindah tempat tanpa memberi
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tahu terlebih dahulu franchisor, karena sebelum ditanda tanganinya perjanjian telah
di bicarakan dahulu tempat lokasi usaha yang akan dijalankan oleh frnachisee dan
telah ditetapkan dalam pasal 6 perjanjian franchise ini.”

Pada Permendag Nomor.53 tahun 2012 dijelaskan bahwa Wilayah Usaha
yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima
Waralaba untuk mengembangkan:bisnis \Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa,
dan Bali atau di seluruh’ Indonesia. Para pihak dapat menentukan dalam kontrak
waralaba wilayah usaha dari suatu kegiatan Waralaba baik secara terbatas pada
wilayah tertentu atau secara luas meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wilayah usaha waralaba
dapat dilakukan'secara terbatas pada wilayah tertentu (Sumatra, Jawa, Kalimantan,
Sulawes, Bali) atau secara luas meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pada hasil wawancara, selanjutnya bersama, Bapak Dieky selaku franchisor
dari Kalgarys Daily Pekanbaru dengan pertanyaan, “apabila franchisee lalai dalam
menjalankan kewajibannya, apakah franchisor dapat membatalkan perjanjian
secara sepihak?” beliau menjelaskan bahwa mengenai hal-hal pembatalan telah
diatur dalam pasal 11 perjanjian franchise ini. Apabila franchisee lalai melakukan
kewajibannya walaupun sudah diperingatkan berulang, maka bias dilakukan
pembatalan sepihak. Tapi, apabila franchisee bangkrut dan dalam waktu yang cepat
bisa memenuhi kewajibannya kembali, maka dapat melanjutkan usahanya lagi,

tidak harus dibatalkan.”

8 Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

9 Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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Dalam wawancara selanjutnya bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari
Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “jika franchisee meninggal dunia

pada masih terikat perjanjian, apa perubahan kepemilikannya diatur juga? ” beliau

mengatakan lya, a nisee ‘ asih terikat perjanjian,

maka dag an %‘Q“ .@G .

di dalam pasal d
. &

dari perkembangan konsumen maka hal ini telah diatur dalam perjanjian ini
sehingga nantinya tidak akan membuat hal yang tidak diinginkan dari kedua belah

pihak, tetapi perubahan sistem tersebut adalah hak dari Franchisor.

80 Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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Sesuai dengan hasil wawancara penulis berikut ini bersama Bapak Dicky
selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “apabila
seiring berjalannya usaha franchise ini misalkan ada perubahan menu, apakah
franchisee tidak harus mengikuti franchisor?’~Beliau menjelaskan bahwa pada
pasal 4 perjanjian franchise ini telah diatur, saya selaku franchisor berhak untuk
mengubah dan menyesuaikan sistem untuk-kemajuan usaha franchise.®:

Dari perjanjian diataslah yang menjadi hal-halyang mendasari terjadinya
suatu perjanjian kerja sama usaha waralaba (franchise) tersebut. Ditambah lagi
dengan hal-hal yang harus dipenuhi dari pengaturan yang disebutkan pada pasal
1320 KUH Perdata yakni mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut analisa penulis, mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sejalan dengan isi perjanjian franchise
Kalgarys Daily Pekanbaru ;dimana tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan serta ketertiban umum. Maka dari itu perjanjian franchise Kalgarys
Daily Pekanbaru ini dianggap sejalan dengan pengaturan yang terdapat pada pasal
1320 KUH Perdata karena telah memuat ketentuan kecakapan untuk membuat
suatu perjanjian.

Dengan penanda tanganan perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru
tersebut oleh bapak Dicky selaku pemilik usaha (Franchisor) Kalgarys Daily
Pekanbaru. Apabila seseorang memiliki kewenangan untuk membuat dan

menandatangani suatu perjanjian maka haruslah cakap hukum menurut undang-

81 Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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undang. Dan berdasarkan pada pasal 1330 KUH Perdata Bapak Dicky selaku
Franchisor bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap hukum
menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut. Selaku Franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru adalah.seseorang yang.telah dewasa.yang telah berusia lebih dari 21 (dua
puluh satu) tahun, dan merupakan subjek hukum yang tidak berada di bawah
pengampuan karena bukan merupakan: seseorang yang sakit jiwa, dungu, boros
serta pemabuk.

Selanjutnya wawancara penulis berikut ini bersama Bapak Dicky selaku
franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “apakah ada jangka
waktu tertentu didalam perjanjian waralaba Kalgarys Daily Pekanbaru ini?”
beliau menjelaskan bahwa ada jangka waktunya. Karena jangka waktu ini penting
untuk diperjanjikan oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba agar jelas
batasan waktu mulai dan berakhirnya kontrak waralaba.®?

Pada KUHPerdata Pasal 1258 dijelaskan bahwa jika suatu perikatan
tergantung pada suatu Syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu
tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau
sedangkan peristiwa tersebut setiap waktu.dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak
dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pada KUHPerdata pasal 1259 djelaskan bahwa jika suatu perikatan
tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu

tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa

82 \Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily
Pekanbaru, di outlet Kalgarys, JI. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.
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terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum
waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya,
tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada
kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan.terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jangka waktu perjanjian
waralaba diperlukan bagi kedua belah pihak dikarenakan agar jelas batasan waktu
dimulainya kontrak dan berakhirnya kontrak waralaba. 'Y ang menjadi keutamaan di
dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba
(Franchise) tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi yang
digunakan. Di dalam hukum perikatan, pembayaran bukanlah sebagaimana yang
diartikan dalam-bahasa di masyarakat sehari-hari yakni pembayaran sejumlah uang
tetapi dalam pengertian setiap tindakan dalam pemenuhan suatu prestasi,
bagaimanapun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan barang ataupun oleh satu
pihak kepada pihak lain ataupun dengan berbuat sesuatu yang merupakan
pemenuhan terhadap suatu prestasi juga merupakan suatu pembayaran.

Di dalam hal yang berhak menerima pembayaran di dalam pasal 1385 KUH
Perdata ditentukan bahwa pembayaran harus.dilakukan kepada si berpiutang atau
kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang
dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-
pemabayaran si berpiutang.

Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak
merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan

dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para
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pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan
hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat
menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti
rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut analisa penulis mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah diatur
dalam pasal 1320 KUH Perdatarsejalan dengan isi perjanjian franchise Kalgarys
Daily Pekanbaru dimana tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
serta ketertiban umum. Maka dari itu perjanjian franchise Kalgarys Daily
Pekanbaru ini dianggap sejalan dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 1320
KUHPerdata karena telah memuat ketentuan sebagai berikut :

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. Dimana dengan penanda tanganan
perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru antara Franchisor dengan
Franchisee maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah
sepakat untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tersebut tanpa
adanya paksaan maupun penipuan. Dan dengan penanda tanganan
perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah sepakat dengan isi
perjanjian tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Apabila seseorang memiliki
kewenangan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian maka
haruslah cakap hukum menurut undang-undang. Dan berdasarkan pada
pasal 1330 KUHPerdata Franchisor dan Franchisee Kalgarys Daily
Pekanbaru bukanlah termasuk ke dalam orang yang tidak cakap hukum.

Selaku Franchisor dan Franchisee dari Kalgarys Daily Pekanbaru adalah
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak dan kewajiban inie ubungan timbal balik. Yaitu dimana
kewajiban salah satu pihak menjadi hak di pihak lainnya. Begitu juga
dengan kewajiban di pihak lainnya menjadi hak di pihak lainnya. Hak
dan kewajiban di dalam perjanjian franchise tersebut dibuat sesuai
dengan kesepakatan para pihak. Yang menjadi keutamaan di dalam
menjalankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba

(Franchise) tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi

85



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

yang digunakan.
B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Para pihak harus memikirkan dengan cermat mengenai isi dari
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